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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber pendapatan Negara adalah Pajak. Pajak adalah kewajiban 

yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk kegiatan 

pembangunan di semua bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945, pemungutan 

pajak harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh 

pemerintah dan disetujui oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. 

Untuk menggali potensi pajak di Indonesia salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan melakukan pembaharuan di bidang pajak yaitu dengan 

menerapkan sistem self assessment. Self Assessment adalah sistem pemungutan 

pajak yang ada di Indonesia dimana wajib pajaknya diberikan kepercayaan 

langsung untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban 

perpajakannya.  Sistem tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi 

perusahaan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai 

berdasarkan dengan ketentuan perpajakan. 

Setiap perusahaan di Indonesia baik itu perusahaan dagang, jasa maupun 

industri yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan 

perpajakan yang tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak. Salah 

satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan adalah Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu pemungutan yang dikenakan setiap 

proses produksi maupun distribusi. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan 

UU No. 42 Tahun 2009 yang berisikan tentang tarif yang dikenakan untuk jasa 

adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Tarif tersebut berlaku 

atas penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak dengan tarif tunggal, 

sehingga dalam pelaksanaannya sangat mudah dan tidak ada penggolongan dengan 

tarif yang berbeda.  
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Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan 

kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas transaksi jual beli barang maupun 

jasa. Jadi yang berkewajiban langsung membayar pajak adalah penanggung pajak 

(konsumen akhir) dari setiap pembelian suatu barang yang tidak dibebankan untuk 

menyetorkan langsung kepada pajak yang tertanggung, tetapi pajak tersebut 

disetorkan dan dilaporkan langsung kepada para pedagang atau penjual yang bukan 

penanggung pajak. 

Pajak Pertambahan Nilai dipungut ketika kita mengeluarkan faktur pajak 

secara bersamaan dengan Invoice. Tanggal yang tertera pada Invoice harus sesuai 

dengan tanggal yang tertera pada faktur pajak, dari semua faktur yang telah 

diterbitkan maka PPN harus dibayarkan paling lambat akhir bulan sesuai dengan 

UU No. 42 Tahun 2009. Bila perusahaan melakukan keterlambatan dalam 

pelaporan perpajakan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda atau sanksi 

sesuai dengan Pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dengan sanksi sebesar 

Rp.500.000 dan setiap bulannya akan dikenakan denda sebesar 2% dari total pajak 

yang disetorkan. 

Selanjutnya, untuk pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan 

setelah penyerahan barang kena pajak. Pada penyerahan BKP, PPN nya belum 

terutang sehingga belum dicatat, hanya Masa SPT saja yang terhitung dalam 

pelaporan perpajakan. Apabila ada keterlambatan dalam pelaporan, maka hanya 

bukti dokumen yang dipakai dalam pajak masukan dan pajak keluaran jadi, 

pelaporan pajak tersebut tidak pada masa pajak yang bersangkutan. 

Permasalahan atau fenomena yang sering terjadi dalam perhitungan dan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik yang lebih bayar maupun yang kurang 

bayar adalah dengan membandingkan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, 

dimana pajak masukan merupakan kredit pajak dan pajak keluaran yang merupakan 

hutang pajak atau perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rendy Daryl (2015) pada PT. 

Maber Teknindo yaitu terjadinya kesalahan dalam hal penyetoran dan pelaporan 

SPT Masa PPN dimana masih sering terjadi keterlambatan. Maka perusahaan tsb 

wajib dikenakan sanksi atau denda karena telah melakukan keterlambatan dalam 

pelaporan perpajakan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan Pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dengan sanksi sebesar Rp.500.000 atau 

2% dari total pajak yang disetorkan. 

Penulis memilih topik tentang Pajak Pertambahan Nilai di PT. GI yang 

bergerak dibidang penjualan barang dan pembelian barang dan sudah tercatat 

sebagai Wajib Pajak Badan yang telah memenuhi syarat sebagai subjek dan objek 

pajak yang beroperasi di Indonesia. 

Perusahaan tersebut sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

sehingga perusahaan ini wajib untuk melakukan proses perhitungan dan pelaporan 

PPN yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Dalam melakukan penjualan dan pembelian barang kena pajak PT. GI akan 

dikenakan pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila pembelian tersebut 

dilakukan oleh barang pemasok maka perusahaan kena pajak akan menimbulkan 

pajak masukan yang nantinya akan dikreditkan pada akhir masa pajak dan akan 

menimbulkan pajak kurang bayar pada masa pajak tertentu. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak masukan dan pajak 

keluaran yang akan dilakukan perusahaan tersebut dan menentukan seberapa besar 

Pajak Pertambahan Nilai Terutangnya, dan apakah perusahaan tersebut mengalami 

Lebih Bayar atau Kurang Bayar. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai dengan judul “Analisis Perhitungan 

Dan Palaporan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Untuk Menentukan PPN 

Terhutang Pada PT. GI Tahun 2019” 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, 

maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Dan Pajak 

Pertambahan Nilai Keluaran Untuk Menentukan PPN Terutang? 

2. Apakah Data Penjualan Dan Data Pembelian Jika Dibandingkan Dengan PPN 

Masukan Dan PPN Keluaran Perhitungannya Sudah Sesuai Dengan UU 

Perpajakan?  

3. Apakah Perusahaan Mengalami Kurang Bayar Atau Lebih Bayar? 

4. Apakah Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. GI 

Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang 

Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk 

menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada PT. GI. Adapun tujuan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Proses Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan 

Dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran Untuk Menentukan PPN Terutang. 

2. Untuk Mengetahui Data Penjualan Dan Data Pembelian Jika Dibandingkan 

Dengan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Perhitungannya Sudah Sesuai 

Dengan UU Perpajakan. 

3. Untuk Mengetahui Perusahaan Mengalami Kurang Bayar Atau Lebih Bayar. 

4. Untuk Mengetahui Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada 

PT. GI Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan proses 

perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran yang sesuai 

dengan ketentuan perpajakan sehingga perusahaan mampu mengefisiensikan 

pajak yang harus dibayar dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para 

akademis dan dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperluas wawasan 

mengenai Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan tentang pajak serta dapat 

menerapkan teori-teori terutama mengenai PPN yang telah didapatkan selama 

kuliah untuk diterapkan pada kondisi yang nyata. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah di atas maka peneliti membatasi masalah tentang 

“Analisis perhitungan dan Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk 

menentukan PPN Terhutang pada PT. GI”. Agar pembahas lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari apa yang sudah ditentukan rumusan masalah, maka penulis 

membatasi beban yang akan dijadikan sebagai dokumen pendukung yaitu laporan 

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT. GI dimana penulis hanya membatasi 

Laporan PPN Terhutangnya.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Di dalam sistem penulisan ini penulis membagi 5 (lima) bagian pembatasan, 

yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan 

teori bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kutipan buku 

yang berupa pengertian dan definisi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode 

analisis data.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi data terkait dengan judul 

penelitian, hasil analisis data dan pembahasan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi 

manajerial dari penelitian yang telah dilakukan dan sebagai saran 

untuk peneliti bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian 

ini. 
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